KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 302 /KPTS/ DINKES/ 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188/ KPTS/ DINKES/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN
TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menimbang

DI KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat

(1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/5184/SJ, perlu dilakukan pembentukan dan
susunan keanggotaan tim satuan tugas penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota
Prabumulih;

bahwa dampak Covid-19 diharapkan tidak mengganggu
kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah, untuk itu
perlu adanya sistem penanganan terpadu dampak
COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi di Kota
Prabumulih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan
Keputusan Walikota Nomor 188/ KPTS/ DINKES/ 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim
Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kota Prabumulih.




Mengingat

Undang—Undang' Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



7.

10.

11.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoensia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang



13.

14.

16.

£

18.

19.

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 361);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/ 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 7
Menkes/ 382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi
Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam
rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);



20.

21,

22,

23.

24.

25;

26.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/ 413/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor
4);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)di

Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2020 Nomor 70);

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 188/ KPTS/
DINKES/ 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Tim Satuan Tugas

Pemulihan Ekonomi di Kota Prabumulih.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Prabumulih dengan

susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

. Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Prabumulih,

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi
kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan
COVID-19;

b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan
strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis
yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;

d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka
percepatan penanganan COVID-19;

e. Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada
dibawah Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional/
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB); dan

f. Melaksanakan alur pelaporan Kasatgas Penanganan
COVID-19 kepada Kasatgas Penanganan COVID-19
Provinsi yang selanjutnya akan diteruskan langsung
kepada Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional.






